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hati saya untuk mengfokuskan penyelesaian disertasi ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih dengan segenap cinta atas dorongan
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memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya saya
selalu terbuka menyambut segala koreksi, saran dan masukan yang dapat memperkaya

materi serta substansi penulisan.

Jakarta, 07 Oktober 2017
Yang membuat pernyataan

Edy Gunawan
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: Hukum alam

: Hukum Manusia

: Memaksakan undang-undang
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Lex specialis derogat lex generous

Machtsstaat
Nachwachterstaat
Nationality/citizenship principle

Ordinary court

Ordinary law

Pragmatic Legal Realism
Perfect procedural justice

Positivis-instrumentalis
Pure procedural justice

Rechts is mede wetenschap
Restoratif justice

Regulerend

Rechtsstaat, government of law
Rechtsstaat

Rechtsvinding

Rechtmatigheid van bestuur
Reflective equilibrium

Reciprocal benefits

Supremacy of Law
Sunset policy

Sociological Jurisprudence

Socialist law

Staatslehre, general theory of the state
Substantive justice

Tax Amnesty

Tax policy

Tax administration

The rule of recognition

The rule of recognition

The rule of law

. Peraturan khusus lebih diutamakan dari

pada peraturan umum atau jika sesuatu
ketentuan belum atau tidak diaturdalam
peraturan khusus

. Kekuasaan Belaka
: Negara adalah Penjaga Malam

: Asas

Kebangsaan/Asas
Nasionalitas/Asas
Kewarganegaraan

: Pengadilan yang sama
: Hukum yang sama
: Terbentuknya putusan hakim pengadilan

. Prosedur

. Alat yang ampuh bagi

menempatkan setiap orang
untuk memperoleh keadilan yang sama
pelaksanaan
ideologi dan program Negara

. Tidak adanya kriteria independen yang

mendahului suatu prosedur

: Hukum adalah ilmu bersama

. Keadilan restorasi

. Mengatur

. Republik Indonesia ialah Negara Hukum
: Negara Hukum

: Penemuan hukum

: Pemerintahan berdasarkan atas hukum

: Tahap penentuan untuk menerima atau

menolak sebuah konsep keadilan

: Memberi keuntungan yang bersifat
timbal balik

. Supremasi Hukum

. Kebijakan pemberian fasilitas
perpajakan

: llmu hukum sosiologi

. Tradisi hukum sosialis

: llmu negara

: Keadilan substantif

: Pengampunan Pajak

. Kebijakan Pajak

. Administrasi Pajak

. Berbeda dengan aturan lain dalam sistem

hukum

. Aturan lain hanya sah, setelah diakui

oleh aturan ini. Tetapi gagasan tentang
validitas tidak berlaku bagi hukum
cerminan jiwa rakyat/volkgeist

: Pemerintahan berdasarkan hukum
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The dawn of justice

The age of faith

The age of reason

The age of hope

The myth of common morality

. Episode fajar keadilan

. Episode kepercayaan

. Episode rasional

. Episode penuh harapan

: Mitos moralitas bersama

The Principle of fair equality of opportunlty

The worth of liberty
Utility

Verzorgingsstaat
Wetmatigheid van bestuur

Welvaarts staat
Welfare state

Menunjukkan pada mereka yang paling
kurang mempunyai peluang untuk
mencapai prospek kesejahteraan,
pendapat dan otoritas

. Nilai kebebasan

: Kegunaan

: Negara menyelenggarakan kesejahteraan
: Penyelenggaraan pemerintahan harus

berdasar kepada Undang-undang

: Negara hukum kemakmuran
. Negara kesejahteraan
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